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PUTUSAN

Nomor: 056/G.TUN/2004/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama

dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam

perkara antara :
PT. DUTA PALMA NUSANTARA, diwakili oleh Yufendiwan Herianto
dan Adalin  Ali, pekerjaan masing-masing Direktur,

Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Plaza Mutiara Lt. 8, JI.

Lingkar Mega Kuningan Lot 52 dan 53, Jakarta 12950, dalam
hal ini telah rmemben Kuasa kepada SJAHRUDDIN, SH.,,
MOEUADI, SH., MUHAMAD YASIN, SH. dan DEDY ARDIANSYAH,
SH. kesemuanya berkantor di Law Office Sjahruddin &
Moeljadi, beralamat di Jalan Musi No. 40 A, Lt. Ill, Jakarta
Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2004,
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Mel aw an =

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Gedung A, Lt. Ill, Jakarta
10710, memberi kuasakepada: ----------------mmmmmm oo

Ors. BAMBANG RUSSAMSENO, M.SC.; ----ceomm-s-ernmmmmmmnnnee

MINENTI R. SIANTURI, S.E.;
KUKUH DJATMIKO DP, S.E.;
HARTONO, SH.;

1
2.
3,
4,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 1
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5. UMAR MARPAUNG, SH.; -mmmmmmmmsemmmm o mmmm cmee e
6. DIDIK HARIYANTO, SH. ; wrmmrmmmememmome mmr e e — oo
7. USMAN AMIRULLAH, SH. ; --=-mm=mmmmmmmmmmm o oo
berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : SKU-1631/LK/2004
tanggal 19 Aprl 2004, selanjutnya disebut  sebagai

viiernenn.. TERGUGAT,;
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut. telah membaca: ----

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 April 2004 yang didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 April 2004
di bawah register perkara Nomor : 056/G.TUN/2004/ PTUN-JKT dan telah
diperbaiki pada tahap pemerksaan persiapan tanggal 2 Juni2004; ---------

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : ---
056/PEN-DIS/2004/PTUN-JKT tanggal 21 April 2004 tentang dismissal
PF 0SS, — = = o = m om m mm  e e —

- Penetapan Ketua Pengaduan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
056/PEN/2004/PTUN-JKT tanggal 21 April 2004 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor :  056/PEN-HS/2004/PTUN-JKT tanggal 22 April 2004 tentanq
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -—------—=--—--m-mmmmmmmommommee o —

- Penetapan Majelis Hakimtentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan
aquo Nomor: 056/G.TUN/2004/PTUN-JKT tanggal 26 April 2004; -----------

- Berkas perkara, serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan; m—

- Telah mendengarkan keterangan saksi dan kedua belah pihak ]YGQQ \}

\
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berperkara di persidangan; ----------==-----mmmmmm oo

TENTANG DUDUKNYA
PERKARA:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 12 April
2004 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pegadilan Tata Usaha Negara
Jakarta pada tanggal 12 April 2004, dan telah diperbaiki pada tahap
pemeriksaan persiapan pada tanggal 2 Juni 2004, mengemukakan dalil-
dalilnya sebagai berikut : ----
l. Objek  Gugatan
Penqquqgat
Objek gugatan adalah Surat Ketetapan Direktur Jenderal Lembaga

Keuangan Departemen Keuangan RI No.16/SKEP-DJLK/2004, tanggal 26

Januari 2004 (P-1);

1. Dasar Hukum
Gugatan

1. Bahwa  Tergugat adalah  Pejabat Tata Usaha  Negara

yang melaksanakan Urusan Pemerintahan (Undang-Undang No.5

tahun 1986 pasal 1 ayat 1 dan 2) ;

2. Bahwa Ketetapan No0.16/SKEP-DJLK/2004, tanggal 26 Januari
2004 adalah Penetapan  tertulis yang  dikeluarkan  oleh
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual

dan final (pasal 1 ayat 3
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hukumyang merugikan Penggugat (pasal 53 ayat 2 a dan ¢

Undang-Undang

No.5 tahun 1986) serta melanggar azas umum pemerintahan

baik;
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3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Jo. Pasal 50 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
berwenang memeriksa dan memutus Perkara sengketa Tata

Usaha Negara (ic putusan Tergugat) ;

4. BahwaPenggugat menerima salinan putusan Tergugat pada 4 Pebruari
2004, dan gugatan ini diajukan ke pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta pada tanggal 12 April 2004, sehinggadengan
demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari
seperti yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun

1986, oleh karenanya harusdinyatakan dapat diterima; ----------------

I1l. Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Perseroan Terbatas berdasarkan
Akte No0.40 tanggal 10 April 1997, yang dibuat dihadapan Linda
Herawati, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan
dari  Menteri Kehakiman dan HAM dengan register No.C2-
3185HT.01.04.TH.97, tanggal 28 April 1997, dan tercatat dalam
Lembaran Negara tahun 22
Agustus 1997 No. 67, serta tambahan Lembaran Negara No.
3512 (P-2.a) dan Akte perubahan terakhir No. 9 tanggal 2 April
2003, yang dibuat dihadapan Linda Herawati, Notaris di Jakarta dan
telah diterima pemberitahuan  perubahan Direksi dan Komisaris
dari Menteri Kehakiman & HAM dengan register No. C-

UM.02.01.7737, tanggal 16
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2. Bahwa alasan diajukannya gugatan ini
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diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor Tergugat
No.16/SKEP-DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 berdampak merugikan
Penggugat dan bertentangan dengan Undang-Undang No.20 tahun

1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ; ---------===-=-m-ommmene e

3. Bahwa perkara ini berawal dari Surat Ketetapan Kepala Kantor Wilayah
Il Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tanjung Balaikarimun Kantor
Pelayanan Tipe B DumaiNo.S-797/WBC.02/KP.08/2000 tanggal 13 Juni
2000  berisi  tagihan  Pajak  Ekspor sebesar Rp.1.944.341,-
Biaya Adinistrasi sebesar Rp.9.358.337.532- dan Denda Administrasi
sebesar Rp.5.000.000,- atas hasil audit Kanwil Il DJBC Tanjung Balai

Karimun terhadap Penggugat (P-3)

4. Bahwa untuk memenuhitagihan pajak ekspor dan denda administrasi
sebagaimana tertagih dalam surat Kepala Kantor Wilayah I DJBC
Tanjung Balaikarimun No.S-797/WBC.02/KP.08/2000, Penggugat pada
tanggal 11 september 2000 telah melakukan penyetoran Pajak Ekspor
sebesarRp.1.944.341,- melalui Bank Kesawan alamat JL.Ir.H.Juanda Il
No.27, Jakarta, dengan mendapat Surat Tanda Bukti Setor (SIBS)
PE/PET  No. BK/092/PE/2000 (P-4), dan menyetorkan Denda
Administrasi sebesar Rp.5.000.000,- dengan mendapatkan bukti Surat

Setor Bea dan Cukai (SSBC) tanggal 11 september 2000 (P-5) ; ---------

5. Bahwa atas tagihan Biaya Administrasi sebesar Rp.9.358.337.532,-

(Sembilan milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh
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Penggugat telah mengajukan surat keberatan N0.281/DPN/IX/2000,
tanggal 5 September 2000 yang berisi permohonan penghapusan
tagihan biaya administrasi atas keterlambatan pajak ekspor (P-6)
sesuaidengan ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No.20 tahun

1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ; ------------mmmmmmomcmmnmn

6. Bahwa sampai batas waktu 12 (dua belas) bulan lebih terhitung sejak
pengiriman surat keberatan Penggugat kepada Kepala Kantor Wilayah
Il Dirjen Bea dan Cukai Tanjung Balaikarimun pada tanggal 11
September 2000 (P-7), Kepala Kantor Wilayah Il Dirjen Bea Dan Cukai
Tanjung Balaikarimun tidak menanggapi Surat Keberatan Penggugat ; -
Maka Sesuai ketentuan pasal 19 ayat 6 Undang-Undang No.20 tahun
1997 yang berbunyi & —-m-mmmm s oo e
"Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah
lewat waktu, dan Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak memberi suatu penetapan, keberatan
yang diajukan wajib dibayar tersebut dianggapdikabulkan™ ; ------------
Maka Penggugat berpendapat keberatan Penggugat yang berupa
permohonan penghapusan Biaya Administrasi sebesar
Rp.9.358.337.532,- dikabulkan oleh Kepala Kantor Wilayah 1l Dirjen
Bea Cukai Tanjung Balaikarimun dan Penggugat merasa terbebas dari

kewajiban membayar tagihan Biaya Administrasi tersebut; --------------

7. Bahwa kemudian setelah waktu berjalan 3 tahun 5 bulan terhitung

sejak pengiriman surat keberatan Penggugat, datanglah surat tagihan
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No.16/SKEP-DJLK/2004, tanggal 26 Januari 2004 yang berisi

tagihan kepada Penggugat untuk membayar jumlah  pajak

(pungutan) Ekspor, sebagai berikut

1. Hutang Pokok Pajak (Pungutan) Ekspor Rp.
9.554562.731 ,-

2. Kelebihan Pembayaran Pajak  (Pungutan)  Ekspor
0

3. Jumlah Kekurangan/Pembayaran Hutang Pokok Rp.
9.554.562.731,- Pajak (Pungutan) Ekspor

4. Sanksi Administrasi

a. Biaya administrasi Rp.14.520.732.209,
b. Denda - Rp.
Administrasi 5.087.604.952,-
5. Jumlah YangHarus Rp.29.162.899.876,-
Dibayar
Terbilang  : Dua pu/uh sembilan milyar seratus enam puluh dua juta

de/apan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh

€NAM FUPTAN.; === o o e o oo e oo e o e e

8. Bahwa tagihan tersebut tmbul karena kelalaian pihak Kepala
Kantor Wilayah Il Dirjen Bea Dan Cukai, Tanjung Balaikarimun

Dumai dalam melaksanakan tugasnya yang tidak menanggapi

surat keberatan Penggugat ; -

9. Bahwa  menurut pendapat Penggugat  Surat  Ketetapan

Tergugat tersebut diatas melanggar ketentuan pasal 19 ayat 6
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Undang-Undang No. 20 tahun 1997 dan bersifat melawan hukum

dan oleh karena itu

harus dinyatakan batal atau tidak =~ ; ---------------mmommmem oo
sah

10. Bahwa dengan demikian Surat Ketetapan Tergugat No.16/SKEP-DJ
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2004 tanggal 26 Januari 2004 telah bertentangan dengan
ketentuan pasal 53 ayat 2 a Undang-Undang No.5 tahun 1986 yang
menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku", dan pasal 53 ayat 2 cyang menyebutkan "Sadan atau
Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak
mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut
dengan keputusan ini seharusnya tidak sampai pada mengambil
atau tidak mengambil keputusan tersebut”  Serta melanggar
azas umum pemerintahan yang baik dan oleh karenanya sangat

beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tdak sah ; --------

11.Bahwa oleh karena surat Ketetapan Tergugat No.16/SKEP-
DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 itu batal dan tidak sah, maka

Tergugat harus mencabut Surat Ketetapan tersebut ; --------------—---

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat 1 dan 2 Undang-
Undang No5 tahun 1986, Penggugat mohon agar pelaksanaan Surat
Ketetapan Tergugat yang jadi sengketa ini ditunda selama
pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan, sampai ada
putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; -------

Berdasarkan uraian diatas, dimohonkan Pengadilan Tata Usaha Negara
13. Bahwa dalam perkara ini terbukti Tergugat sebagai pihak ya g

salah, sudah sepantasnya dibebani

perkara dalam perkara Int; ————---———-ooo ./ 4
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EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali

terhadap hal-hal yangsecara tegas diakui kebenarannya;-----------=--==-----

2. Bahwa yang menjadi objek guagtan dalam perkara a quo adalah Surat
Tergugat No0.16/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 tentang Surat
Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor periode tanggal 22 April 1998 sd

30 April 2002 atas namaPenggugat; -------=-======== =z memom e

3. Bahwa penerbitan objek gugatan a quo didasarkan pada kewenangan yang
diberikan oleh ketentuan pasal 14, 16 dan 17 Undang-undang No.20 tahun

1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP); -------------------

4. Bahwa sesuaidengan ketentuan pasal 19 ayat (1), (4) dan (6) UU PNBP,
upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Bayar (incasu Penggugat)
atas penetapan jumlah  PNBP oleh Tergugat tersebut adalah dengan
mengajukan keberatan secara tertulis kepada Instansi Pemerintah incasu
Tergugat dalam tenggang waktu 3 bulan sejak tanggal penetapan, dan
akan diputus dalam tenggang waktu paling lama 12 bulan setelah surat
keberatan diterima secaralengkap, yang apabila tenggang waktu tersebut
telah terlampaui dan tidak dikeluarkan penetapan, maka permohonan

keberatan Penggugat dianggap dikabulkan; -------==--====== - os oo e

5. Bahwa terhadap upayauntuk mengajukan keberatan dimaksud, Penggugat
telah  mempergunakan haknya sesuai dengan surat No.183/Leg-

Eks/DPN/11/2004 tertanggal 16 Pebruari 2004 dan sampai dengan saat i €

A

permohonan keberatan tersebut masih dalam penelitan Tergugat serta’)

jangka.-.
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jangka waktunya belum terlampaui sesuai dengan Pasal 19 ayat (4) UU

N0.20 Tahun 1997 tentang PNBP; ------cmmmmmmmemssemmmmomemooommiom e ceeem e

6. Bahwa dengan demikian Tergugat diberikan kewenangan oleh undang-
Undang untuk menyelesaikan secara administratif  objek sengketa
aquo  sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan pasal 48 Undang-
Undang No5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No9 tahun 2004, sehingga objek sengketa a quo harus
diselesaikan terlebih dahulu secara administratif oleh Tergugat. Ketentuan
pasal 48 tersebut juga sejalan dengan ketentuan pasal 19 ayat (5)
Undang-Undang No.20 tahun 1997 tentang PNBP yang menyatakan,
bahwa "penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud ayat
(4) merupakan penetapan yang bersifat final beserta penjelasannya
yaitu, "Penetapan atas keberatan yang bersifat final artinya
penetapan tersebut merupakan keputusan administratif yang-
terakhir dari pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian,
apabila wajib bayar merasa kepentingannya dirugikan atas
penetapan tersebut, yang bersangkutan dapan mengajukan

gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara"; -----------------

7. Bahwa dengan demikian atas objek sengketa a quo, terlalu premature
apabila Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara
karena belum ada penetapan dari Tergugat atas permohonan keberatan
yang diajukan oleh Penggugat sehingga seyogianya Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa—dan

mengadili perkara aquo;
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8. Bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan
mengadili, maka sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta memeriksa dan memutus pokok perkaranya, Tergugat mohon agar

eksepsi dimaksuddiputus terlebih dahulu; ------------==--=- == emm o

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili
perkara aquo  berkenan menjatuhkan  putusan dengan amar yang

menyatakan:

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan
mengadili perkara aquO; ----==-- === =m o mm oo o e e
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan tidak dapat diterima; ---------=---==-m-mmoom oo eem

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----------------

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tanggal 10 Juni 2004
tersebut yang hanya mengajukan Eksepsi tanpa menjawab pokok perkara,
kemudian diperintahkan untuk menjawab pokok perkara, yang pada jawaban

tertanggal 24 Juni 2004 telah mengemukakan sebagaiberikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO

1.1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat,
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1.2. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, objek gugatan

dalam perkara aqua adalah Surat Tergugat

No.16/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 ; ------------=-=----

13. Bahwa disisi lain Penggugat mendalilkan bahwa gugatan ini
bermula dari adanya surat ketetapan Kantor Wilayah Il DJBC
DJBC Tanjung Balai Karimun Kantor Pelayanan Tipe B Dumai
No. 5-797/WBC.02/KP .08/2000 tanggal 13 Juni 2000 berisi tagihan

atas hasil audit Kanter Wilayah Il DJBC Tanjung Balai Karimun ; -

- Pajak Ekspor sebesar Rp. 1944.342,-
- Biaya Administrasi sebesar Rp. 9.358.337.532,-
- Denda Administrasi sebesar Rp. 5.000.000,-

1.4. Bahwa terhadap kewajiban pada point 3 tersebut di
atas, Penggugat telah menyelesaikan pembayaran atas pajak
ekspor dan denda administrasi namun terhadap biaya
administrasi diajukan keberatan oleh Penggugat kepada Kantor
Wilayah 1I DJBC Tanjung Balai Karimun dengan surat No.
281/DPN/IX/2000 tanggal 5 September 2000 sesuai dengan
ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 1997
tentang Penerimaan Negara Bukan  Pajak. Surat Keberatan
Penggugat dimaksud dengan batas waktu yang ditentukan 12
(dua belas) bulan tidak pernah mendapat jawaban sehingga

sesuai dengan pasal 19 ayat (6) undang-undang No. 20 Tahun

1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dianggap
dikabulkan sehingga Penggugat merasa terbebas

tagihan /b
kewajiban /membayar, N7\
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administrasi tersebut ; -------==== == smemmm

15 Bahwa atas dalil tersebut dapat Tergugat sampaikan bahwa
Surat Tergugat No0.16/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari
2004 yangmenjadi objek sengketa, terbitnyan bukan
didasarkan atas surat ketetapan Kantor Wilayah 1l DJBC
Tanjung BalaiKarimun Kantor Pelayanan lipe B Dumai No. S-
797/WBC.02/KP.08/2000 tanggal
13 Juni 2000 berisi tagihan atas hasil audit Kantor Wilayah Il
DJBC Tanjung Balai Karimun melainkan didasarkan atas
Laporan HasilPemeriksaan Pajak Ekspor PT Duta Palma
Nusantara Periode 22

April 1998 sd. 30 April 2002 Nomor: LAP-69/D.1./2003 tanggal
11

Maret 2003 yang dilakukan oleh BPKP ; ----=-=-==-mcemmmmm oo e

1.6. Bahwa dikarenakan objek sengketa aquo dan apa yang
didalilkan oleh Penggugat telah dilaksanakan kewajibannya
adalah hal yang berbeda dan tidak ada kaitannya sama
sekali, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat

diterima ; ---------------------

2. EKSEPSI GUGATAN PREMATURE.

2.1. Bahwa objek gugatan dalam perkara aquo adalahd

Keputusan Tergugat No.16/SKEP/DJLK/2004 tanggal, {
kepada Tergugat ;

)0 2333153'#&
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183/Leg- Eks/DPN/11/2004  tertanggal 16  Pebruari 2004

yang
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2.3. Bahwa dalam rangka proses penelitian oleh Tergugat terhadap
surat permohonan keberatan dari Penggugat, Tergugat telah
menindaklanjutinya dengan meminta kelengkapan data dan
dokumen kepada Penggugat melalui surat No. S-2295/LK/2004

tanggal 4 JUNi 2004 | w-mmemeemse e oo

2.4. Bahwa selain itu sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (2)
Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP, dinyatakan
bahwa "Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang dan

pelaksanaan penagihan' | --===--==c==mommmom e e

2.5. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (4) dan (6)
Undang-Undang PNBP, keberatan yang diajukan oleh Penggugat
akan diputus dalam tenggang waktu paling lama 12 bulan setelah

surat keberatan diterima secara lengkap ;| ---------=----emmmmmmmemmeen

2.6. Bahwa oleh karena surat keberatan tertanggal 16 Pebruari 2004
masih dalam penelitian Tergugat serta jangka waktunya belum
terlampaui sesuaidengan pasal 19 ayat (4) Undang-Undang No.
20 Tahun 1997 tentang PNBP, maka gugatan Penggugat aquo
terlalu premature untuk diajukan, karena Tergugat belum pernah
mengeluarkan penetapan  (beschiking) baik menolak atau

MENGAbUIKAN  ; wmmmmm e oo o e o e e

B. TAN GAPAN ATAS MAJELIS HAKIM PENGADIL

v RA A R Z7TUSAH TN
JKT, TANGGA APRIL 2004 :
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Bakhvlza sebelum mengajukaln jawaban yang menyangkut
poko

perkara, perkenankan teriebih dahulu Tergugat
menanggapi Penetapan Majelis  Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta No. 056/G.TUN/2004/PTUN-JKT, tanggal 26 April
2004 yang isinya memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda
pelaksanaan lebih lanjut dari Surat Ketetapan Pajak (pungutan) Ekspor
RI No. 16/SKEP/DUK/2004 tanggal 16 Januari 2004 sampai ada putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai adanya

penetapan lainnya, sengan alasan-alasan sebagai berikut : -----------------

1.  Bahwa terbitnya penetapan Ketua Majelis Hakim tersebut di atas

hanya didasarkan kepada alasan dalil-dalii Penggugat yang pada

pokoknya menyatakan

a. Gugatan ini bermula dari adanya surat ketetapan Kantor Wilayah
Il DIBC Tanjung Balai Karimun Kantor Pelayanan Tlpe B Dumai
No. S-
797/WBC.02/KP.08/2000 tanggal 13 Juni 2000 berisi tagihan
atas hasil audit Kantor Wilayah Il DJBC Tanjung Balai Karimun ; --
- Pajak Ekspor sebesar Rp. 1.944.342,-

- Biaya Administrasi sebesar Rp. 9.358.337.532,-

- DendaAdministrasi sebesar Rp. 5.000.000,-

y :,q,\/k‘&\ﬁ <
sesuai déhgé?})\% %)
b. Atas tagihan tersebut, Penggugat telah kﬁ’f@ﬂ%?g .

\ A

o d

pembayaran atas pajak ekspor dan denda administrasi,« Qa}n n o4
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Penggugat kepada Kantor Wilayah Il DJBC Tanjung Balai

Karimun dengan surat

281/DPN/I1X/2000 tanggal 5 September 2000
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ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997
tentang  Penerimaan Negara Bukan  Pajak, Surat Keberatan
Penggugat dimaksud sampai dengan batas waktu yang ditentukan

12 (dua belas) bulan tidak pernah mendapat jawaban sehingga
sesuai dengan Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang No. 20 Tahun

1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dianggap dikabulkan

sehingga Penggugat merasa terbebas dari kewajiban membayar
tagihan biaya administrasi tersebut, sehingga penerbitan surat
keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan yang berlaku
yaitu ketentuan Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang No. 20 Tahun
1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta melanggar

azas umum pemerintahan yang baik; ------------------ommmmmo o

2. Bahwa dari dalil-dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim tanpa terlebih
dahulu mendengar keterangan dari Tergugat ternyata langsung
mengambil kesimpulan bahwa apabila Keputusan Tata Usaha Negara
aquo yang menjadi objek sengketa terlanjur dilaksanakan Penggugat
dengan melakukan pembayaran kemudian apabila nanti ternyata
Keputusan Tata Usaha Negara ternyata dinyatakan batal oleh
Pengadilan maka hal tersebut sangat merugikan kepentingan
Penggugat dan menyulitkan Tergugat sendiri untuk mengembalikan
pada keadaan hukum semula sehingga terdapat keadaan yang sangat
mendesak untuk memerintahkan kepada Tergugat agar menunda

pelaksanaan Surat keputusan yangdigugat ; ------------------mmmmmmomm oo
A

3. Bahwa kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim dima}é&f sela

=

| tjdﬁé : ‘ %
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tidak sesuai dengan prosedur juga sangat bertentangan dengan
jiwa dari ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5
Tahun

1986 dan sangat beriebihan serta terkesan sangat dipaksakan ; ------

TERBITNYA PENETAPAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR 056/G.TUN/2004/PTUN-JKT,
TANGGAL 26

APRIL2004 TIDAK SESUAI PROSEDUR :

4. Bahwa penetapan Ketua Majelis Hakim tersebut diterbitkan tidak
sesuai dengan prosedur, karena tanpa terlebih dahulu memberi
kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan pembelaan dan
penjelasannya mengenai pokok permasalahan yang disengketakan,
selain tidak sesuai dengan azas audi et alteram partem, juga
melanggar SEMA No. 2
Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara

PENETAPAN  MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA JAKARTA NOMOR 056/G.TUN/2004/PTUN-JKT, TANGGAL 26

APRIL 2004

TIDAK SESUAI DENGANJIWA PASAL 67 AYAT (4) HURUFB .::?.—.‘_\./

UNDANG- UNDANG No. 5 TAHUN 1986 : 6. Bahwa 2}

A7
i
b=

5. Bahwa  pertimbangan hukum  terdapat keadaan yé‘gfé’j\j"
{ &)

mendesak sehingga  Majelis Hakim  Pengadilan  Tata usaha’
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Surat Keputusan vyang digugat ditunda pelaksanaannya hanya

didasarkan kepada alasan

subjektif yang didalilkkan oleh Penggugat ; Lz

SAF™"—t
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6. Bahwa alasan-alasan yang didalilkan oleh  Penggugat
sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas yakni adanya keberatan
oleh Penggugat kepada Kantor Wilayah 1l DJBC Tanjung Balai

Karimun dengan surat

Nomor : 281/DPN/IX/2000 tanggal 5 September 2000. sesuai
dengan

ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun
1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dimana Surat
Keberatan Penggugat dimaksud sampai dengan batas waktu yang
ditentukan 12 (dua belas) bulan tidak pernah mendapat jawaban
sehingga sesuai dengan Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang No. 20
Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dianggap
dikabulkan sehinggaPenggugat merasa terbebas dart kewajiban
membayar tagihan biayaadministrasi adalah alasan yang sangat
tidak berdasar dan tidak
beralasan hukum sama sekali serta sangatkeliru karena objek gugatan
Tata Usaha Negara berupa Surat Ketetapan Pajak (pungutan)
Ekspor RI No. 16/SKEP/DLJK/2004 tanggal 26 Januari 2004 dimaksud
bukanlah didasarkan atas adanya tagihan pajak ekspor oleh Kantor
Wilayah Il DJBC Tanjung Balai Karimun namun didasarkan atas
adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Ekspor PT. Duta Palma
Nusantara Periode 22

April 1998 s.d. 30 April 2002 Nomor : LAP-69/D.1./2003 tanggal
11

Maret 2003 yang dilakukan oleh BPKP dan selanjutnya atas LHP
BPKP tersebut diberikan kewenangan kepada Tergugat untuk
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (pungutan) Ekspor berdasarkan

ketentuan pasal
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7. Bahwaselain itu, terhadap adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27



Direktori Putusan Mahkagah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eskpor RI No.16/SKEP/DJLK/2004 yang diterbitkan oleh Tergugat telah
diakui Penggugat dengan melakukan keberatan dengan surat
N0.183/Leg-Eks/DPN/11/2004 tertanggal 16 Pebruari 2004 yang sampai
dengan saat ini permohonan keberatan tersebut masih dalam penelitian
Tergugat serta jangka waktunya selama 12 (dua belas) bulan belum
terlampaui sesuai dengan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang No.20

Tahun 1997 tentang PNBP;-------m - mmmm oo o e oo

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, terbukti tidak
terdapat keadaanyang sangat mendesak dan merugikan kepentingan
Penggugat apabila surat Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan,
bahkan sebaliknya apabila surat Keputusan Tergugat ditunda
pelaksanaannya dan Penggugat dibebaskan dari kewajibannya, maka
akan mengakibatkan ~timbulnya kerugian negara dalam rangka

pembiayaan pembangu nan nasional;----------- —-======-m=soommmm e

9. Bahwa oleh karena terbukti Penetapan Majelis Hakim dimaksud tidak
sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan azas audi et alteram
partem, tidak sesuai dengan jiwa dari ketentuan pasal 67 ayat 4
huruf b Undang-Undang No5 tahun 1986, sangat berlebihan dan
terkesan sangat dipaksakan, maka penetapan tersebut tidak dapat

dipertahankan lagi, dan harusdicabut;---------=---=-=--mmommomoc oo -

C. DALAM POKQK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan tanggapan

tersebut diatas merupakan denggupokok Defkéﬁaﬁf&ﬁ\\\

WWRKAN
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dan Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali

terhadap hal-halyang secara tegas diakuikebenarannya;-----------------

2. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan,
pokok gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah dirinya merasa
keberatan dengan  penerbitan Surat Keputusan Tergugat
No.16/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januar 2004, dengan alasan :-------
a. Gugatan ini bermula dari adanya Surat Ketetapan Kantor Wilayah I

DJBC Tanjung Balai Karimun Kantor Pelayanan TIipe B Dumai No.
S-797/WBC.02/KP.08/2000 tanggal 13 Juni 2000 berisi tagihan atas

hasil audit Kantor Wilayah Il DJBC Tanjung BalaiKarimun :

- Pajak Ekspor sebesar Rp. 1944 342 -
- Biaya Administrasi sebesar Rp. 9.358.337.532,-
- Denda Administrasi sebesar Rp. 5.000.000,-

b. Atas tagihan tersebut, Penggugat telah menyelesaikan pembayaran
atas pajak ekspor dan denda administrasi, namun terhadap biaya
administrasi diajukan keberatan oleh Penggugat kepada Kantor
Wilayah Il DJBC Tanjung Balai Karimun dengan surat
No.281/DPN/IX/2000 tanggal 5 September 2000 sesuai dengan
ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 1997
tentang  Penerimaan  Negara Bukan Pajak. Surat Keberatan
Penggugat dimaksudsampaidengan batas waktu yang ditentukan
12 (dua belas) bulan tidak pernah mendapat jawaban sehingga
sesuai dengan pasal 19 ayat (6) Undang-Undang No. 20 tahun 1997

tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dianggap dikq ulks
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tagihan biaya administrasi tersebut, sehinga Penerbitan Surat
Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan yang berlaku
yaitu ketentuan pasal 19 ayat (6) Undang-Undang No. 20 tahun
1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta melanggar
azas umum pemerintahan yang baik; ----------======-ccomm e
3. Bahwa dalil Penggugat pada aagka 2a dan 2b tersebut diatas harus
ditolak, karena terbitnya Surat Ketetapan Pajak (pungutan) Eskpor RI
No.16/SKEP/DJLK/2004  tanggal 26 Januari 2004 oleh Tergugat
dimaksud bukanlah didasarkan atas adanya taqthan pajak ekspor oleh
Kantor Wilayah 1l DJBC Tanjung Balai Karimun namun didasarkan atas
adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Ekspor PT. Duta Paima
Nusantara periode 22 April 1998 s.d 30 April 2002 Nomor
LAP-69/D.1/2003 tanggal 11 Maret 2003 yang dilakukan oleh BPKP dan
selanjutnya atas LHP BPKP tersebut diberikan kewenangannya kepda
Tergugat untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (pungutan) Eskpor
berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 20

tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP);-------

4. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.P terhadap Pengguagt
tersebut didasarkan atas ketentuan pasal 14, 16, dan 17 Undang-
Undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
(UU PNBP), yang menyatakan "Terhadap Wajib Bayar untuk jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak atas permintaan instansi pemerintah

dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang" Daiam hai

ini melalui surat Tergugat No. S-633/MK.6/2001 tanggal 5 Nopember.
/ s U ‘\\\;\ ‘

2001 yang ditujukan kepada BPKP;
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5. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1), (4), dan (6)
Undang-Undang PNBP, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Walib
Bayar (incasu Penggugat) atas penetapanjumlah PNBP oleh Tergugat

tersebut adalah dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada

Instans Qemf}nom in 4400 M,Om. thlar

Tergg9rt tynggang waktu §
sejak tanggal penetapan, dan -akan diputus dalam tenggang waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan setelah surat keberatan diterima
secara lengkap, yang apabila tenggang waktu tersebut telah terfampaui
dan tidak dikeluarkan penetapan, maka permohonan keberatan

Pengguat dianggap dikabulkan; ------===== === ce e mm o oo

6. Bahwa terhadap upaya untuk mengajukan keberatan dimaksud,
terbukti Penggugat telah mempergunakan haknya sesuai dengan surat
No. 183/Leg-Eks/DPN/II/2004 tertanggal 16 Pebruari 2004 yang
ditujukan kepada Tergugat dan sampai dengan saat ini permohonan
keberatan tersebut masih dalam penelitan Tergugat serta jangka
waktunya belum terlampaui sesuai dengan Pasal 19 ayat (4) Undang-

Undang No. 20 tahun 1997 tentang PNBP;------=-==-m=m=mmommoomem oo e

7. Bahwa kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada Tergugat
untuk menyelesaikan secara administratif objek sengketa a quo juga
selaras dengan apa yang dimaksudkan oleh ketentuan pasal 48
Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun

2004, sehingga objek sengketa aquo harus diselesaikan terlebih -
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dahulu secara administratif oleh Tergugat;
A

8. Bahwa /.2
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8. Bahwa dalam tenggang waktu 12 (dua belas) bulan setelah surat
keberatan  diterima secara lengkap, Tergugat akan melakukan
penelitan dan mengeluarkan penetapan atas permohonan keberatan
yang diajukan dan Penetapan tersebut bersitat tmai (vide pasal 19 ayat

(5) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP | ------------------

9. Bahwa dalam rangka proses penelitian oleh Tergugat terhadap surat
permohonan keberatan dari Penggugat, Tergugat telah menindaklanjuti
dengan meminta kelengkapan data dan dokumen kepada Penggugat

melalui surat No. S-2295/LK/2004 tanggal 4 Juni 2004 ; -----—-----------

10. Bahwa selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-
Undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP, dinyatakan bahwa
"Pengajuan keberatan tidak  menunda kewajiban membayar
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang dan pelaksanaan

PENAQINAN"" | === e m o e e e e e e e

11. Bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap penetapan berupa
penolakan atas permohonan keberatan atas penetapan jumlah PNiSP
adalah mengajukan banding administratif ke Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara berupa gugatan sesuai penjelasan pasal 19 ayat (5)

Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP ; -------------omommnmo-

12. Bahwa dengan demikian, terlalu  prematur apabila Penggugat
mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atas objek

sengketa karena belum ada penetapan dari Tergugat atas pen'noh_onan

-

keberatan yang diajukan oleh Penggugat dengan surat No_.'i83/l_gg‘-v‘>¢\
/ - RN ;n 7N

)
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Eks/OPN/11/2004 tertanggal 16 Pebruari 2004 ; ---—----=---mmmmmmmmmmommm

13.Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka tidak benar
dan sangat keliru dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat
telah terbebas dari kewajibannya atas penetapan jumlah PN karena
permohonan keberatannya kepada Kantor Wilayah 1l DJBC Tanjung
Balai Karimun Kantor Pelayanan Type B Dumai dianggap dikabulkan
karena permasalahan tersebut adalah permasalahan yang sangat
berbedaa dan tidak ada kaitannya sama sekali dalam penerbitan
gugatan objek aquo yang didasarkan atas Undang-Undang No. 20

Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ; -------------------

14.Bahwa begitu juga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan
objek gugatan aquo oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan
yang berlaku yaitu ketentuan pasal 19 ayat (6) Undang-Undang No. 20
Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta melanggar
azas umum pemerintahan yarg baik adalah dalil yang tidak berdasar
dan tidak beralasan hukum sama sekali sehingga harus ditolak karena
fakta-fakta hukumnya membuktikan bahwa proses penerbitan objek
gugatan aquo tefah benar dan sah menurut hukum serta sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang

No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; ---------

15.Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah

selayaknya apabila gugatan Penggugat ditolak, karena terbukti

hanyalah mengada-ada, Sangat berdasar dan sangat~tidak

(o N N\
beralasan serta hanya upaya Penggugat untuk mgngaburkan‘jf‘\ \‘:. -""\\

permasalahan ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34



Disclaimer

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan sebenarnya sehingga Tergugat  terhindar dari

KeWajiDannya; -=-----a = mmrmm e e e e

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili
perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang
menyatakan:
Dalam eksepsi :
Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat ; -------------=-==-m-ommmmomoem -
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----------------=-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa
dan mengadili perkara aquO j--—---=-==-===== == =mm s e
Dalam Pokok Perkara :
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; ----------------m---o-

- Menghukum Penggugat untuk membayar biayaperkara ; -—----—--------------

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban  Tergugat tersebut
diatas, Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya

menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan penggugat tersebut ;-------------------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat Bukti Tertulis berupa foto copy surat-surat
yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya,

bukti tersebut diberi tanda P - 1 s/d P - 15, sebagai berikut :

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor yang dikeluarkan
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan departemen Keuangan
No. 16/SKEP-DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 ------

(sesuai dengan asli) ; ------m--=-m-mmmmmmmm e
Akta No. 40 tanggal .10 April 1997 dibuat dihadapan Linda
Herawati, Notaris di Jakarta (sesuai dengan asli);--------------
Tambahan Lembaran Negara No. 3512, tentang Aleta
Perseroan Terbatas Duta Palma Nusantara (foto copy dari
foto Ccopy) , —--mmmmmmrm
Surat Ketetapan Kepala Kantor Wilayah 1[I Dirjen Bea dan
Cukai Tanjungbalai Karimun Kantor Pekayanan Tipe B Dumai
No. S-797/WBC.02/KP.08/2000, tanggal 13 Juni 2000,
tentang tagihan Biaya Administrasi, Pajak Ekspor dan Denda
Administrasi atas hasil Audit Kantor  Wilayah 1l DJBC
Tanjungbalai Karimun (sesuai dengan asli) ; --------------------

Surat Tanda Bukti Setor (STBS) PE/PET tanggal 11

September 2000 (sesuai dengan asli) ;
Surat Setor Bea Dan Cukai (SSBC) tanggal 11 September

2000 tentang Bukti penggugat membayar tagihan Denda

Administrasi (sesuai dengan asli) ;

Surat Keberatan Penggugat No. 281/DPN/IX/2000 tanggal S
September 2000, Hal : Tagihan Hasil Audit Kanwil 1l DJBC

Tanjung Balai Karimun (foto copy dari foto copy) ; -------------

Nota pengiriman Garuda Express Delivery (GED) No. 273604

tanggal 11 September 2000 (sesuai dengan asli) ; -—-74’-{.‘/:::\‘\?&;

b,
_Lo#

BUkti .47 )/
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Buki P—9 Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Ekspor PT. Duta Palma
Nusantara periode 22 April 1998 s/d 30 April 2000 Nomor

LAP-69/D1.01/2003 tanggal 11 Maret 2003 (sesuai dengan

asli) ;
Bukti P - 10 : Surat No. C-UM.02.01.7737 tanggal 16 April 2003 Perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT.
Duta Palma Nusantara (sesuaidengan asli); ----------====-=----
Bukti P - 11 : Berita Acara Rapat Nomor : 9 tanggal 3 April 2003 dibuat

oleh Linda Herawati, SH. Notaris di Jakarta (sesuai dengan

Buki P - 12 Pengesahan Menkeh  No. C2-3185.HT.01.04.TH.97
(Pengesahan Akta No. 40 tanggal 10 April 1997) (sesuai
dengan asli) ; ----—==m--m-mmmm o
Bukti P - 13 : Surat Pengantar No. 006/SP/LGL-Dept/I11/2004, tanggal 13
Februari 2004, sebagai tanda pengiriman surat (sesuai
dengan asli) ; -——---------m- oo
Bukii P -14 : Surat Menteri Pertaniaan Republik  Indonesia  No.
37/HK.030/M/2/2004, tanggal 25 Pebruari 2004 perihal
Masukan Untuk  Penyusunan Rancangan Peraturan
Pemerintah mengenai Pungutan Ekspor (foto copy dari foto
COPY) § ==rm=mmmmmm o mmmmom oo o oo oo oioooomoooooeooooooo oo
Bukii P - 15 : Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dibuat
tanggal 6 Oktober 2003, tentang Punqutan Ekspor (foto copy

dari foto copy) ; —

Menirﬁbaﬁ‘g"

v

[ 74
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat Bukti Tertulis berupa foto
copy suratsurat yang telah dimeterakan  dengan cukup dan telah
disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T - 1 s/d T - 20,

sebagai berikut :

Bukti T -1 : Surat Ketetapan No. 16/SKEP-DJLK/2004 tanggal 26 Januari
2004 tentang Tagihan Hutang Pajak Pokok Pajak Ekspor,
Jumlah Kekurangan Pembayaran Hutang Pajak Ekspor, Biaya
Administrasi dan denda Administrasi atas nama PT. Duta
Palma Nusantara (sesuaidengan arsiptergugat asli ditujukan

kepadapenggugat) ; ---------m=emmm e oo e oo
Buki T- 2 Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Ekspor PT. Duta Palma

Nusantara periode 22 April 1998 s/d 30 April 2000 Nomor :

LAP-69/D1.01/2003 tanggal 11 Maret 2003 (sesuai dengan

asli = P-9) | oo e e s
Buki T- 3 Surat Tergugat kepada BPKP No. S-633/MK.6/2001 tanggal 5

Nopember 2001 Tentang Permintaan Dilakukan Pemeriksaan

Terhadap Perusahaan Yang menunggakPajak Ekspor (foto

copy asli ada pada BPKP) ; ----
Bukti T- 4 Surat Penggugat kepada Tergugat No. 183/Leg-
Eks/DPN/I11/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 perihal Keberatan
Atas Hasil Pemeriksaan Pajak Ekspor PT Duta Palma

Nusantara Periode 22 April 1998 s.d 30 April 2002 (sesuai

dengan asli) ;

Bukti T- 5 Undang-undang ~ No. 20 tehun 1997 tentangritnamm
/f%“'/ N, N

Negara Bukan Pajak (UU PNBP) (foto copy dari foto'copy) s =)

ik \

@1\

3

'
J

| P
BUkt‘i .‘
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Bukti T- 6 Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan :
Pasal 82 sampai dengan Pasal 93 ayat (1) (foto copy dari
foto COPY) | —----mmmmmm e e

Bukti T- 7 Keputusan Menteri KeuanganNo. 371/KMK.01/2002 tanggal
5 Agustus 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada
pejabat Eselon | di Liggkungan Departemen keuanganuntuk
dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan
atau Keputusan menteri Keuangan (foto copy dari foto copy);

Bukti T- 8 Keputusan Menteri Keuangan No. 469/KMK.06/2003 tanggal
21 Oktober 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menter
Keuangan No. 371/KMK.01/2002 tanggal 5 Agustus 2002
tentang Pelimpahan Wewenang Kepada pejabat Eselon | di
Lingkungan Departemen keuangan untuk dan atas nama
Menteri  Keuangan Menandatangani Surat dan atau

Keputusan menteri Keuangan (sesuaidenganasli) ; -—--------
Buki T- 9 Surat Tergugat No. S-2295/LK/2004 tanggal 4 Juni 2004

Perhat Permintaan = Dokumen Pendukung Permohonan
Keberatan PT. Duta Palma Nusantara (sesuat denganasli): --
Bukti T- 10 : Surat Tergugat No. S-2731/LK/2004 tanggal 30 Juni 2004
Perihal Ralat Surat Permintaan Dokumen Pendukung No. S-
2295/LK/2004 tanggal 4 Juni 2004 (foto copy dari foto copy);
Bukti T-11:. Surat Kepala KPBC tanjung Priok Il kepada PT. Bank
Kesawan No. S-5444/WBC.04/KP.02/1998 tanggal 13

Agustus 1998 perihal Konfirmasi Pelunasan
Pajak ;@pgr

(sesuai dengan asli) ;
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Bukti T - 12 :  Surat Tergugat No. S-5148/LK/MQ8 tanggal 28 Oktober 1998
perihal Kekurangan  pembayaran Pajak Ekspor

(sesuai dengan asli) ;

Bukti T - 13 : Surat Tergugat No. S-3154/LK/1999 tanggal 3 Agustus 1999
perihal Tagihan Pajak Ekspor yang Belum
Dilunasi a.n. PT. Duta Palma Nusantara (sesuai dengan asli ;
Bukti T - 14 :  Surat Penggugat kepada Tergugat  No. 017/DPN-
JKT/X/99 tanggal 6 Oktober 1999 (sesuai dengan asli) ; -------
Bukti T -15 : Pemberitahuan Ekspor Barang No. 004526 tanggal 12 Juli
1998 (foto copy dari foto copy) ; -—--------=-=-mmmmmmmm e
Bukti T -16: Surat Tanda Bukti Setor No. BK/083/PE/99 tanggal 9 Juni
1999(foto copy dari foto copy) ; —----------=---mmmmmemme—moe-
Bukti T - 17 : Surat Tergugat No. S-4944/LK/1999 tanggal 2 Desember
1999 perihal Biaya Administrasi atas Keterlambatan
Pembayaran Pajak Ekspor a.n. PT. Duta Palma Nusantara
(sesuaidengan asli) ; ----=----m=m--mmmmmmm e e
Bukti T - 18 : Surat Tergugat No. S-3865/LK/2000 tanggal 7 Agustus 2000
perihal Tagihan |l Biaya Administrasi atas Keterlambatan
Pembayaran Pajak Ekspor a.n. PT. Outa Palma Nusantara

(sesuai dengan asli) ; -==--m=--=m-mmmemm e

Bukti T - 19 : Surat Tergugat No. S-1287/LK/2001 tanggal 22 Agustus 2001
pannda SugatMasuk Diseltorak deniderkl embagadenangaty

2
&sesuai dengan asli) ; e \?
embayaran ~ Pajak “Ekspor a.n. PT. Duta Palma Nusantgr,

Menimbang £¥

(sesuai dengan asli) ; ------------smmmmmmsmmms oo

Bukti T- 20:
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Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim kepada Tergugat
diperintahkan menghadirkan saksi yaitu KISWANTO, yang dalam persidangan
telah  di sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya

memberikan keterangan sebagaiberikut :
SAKSI : KISWANTO

Bahwa saksi pernah menerima Surat dari Duta Palma Nusantara yang

diantar oleh kurir pada tanggal 13 Pebruari 2004 ; -----------==--mccmeoe oo

Bahwa Agenda Penerimaan Surat tidak ada paraf hanya ada cap yang
tanggal 13 Pebruari 2004 yang menunjukkan bahwa surat itu diterima

dan diagendakan pada tanggal tersebut ; -------------mmmmemmms

Bahwa standar persuratannya hanya pakai agenda tidak pakai Kkartu

kendali, saksi tidak mengetahui kartu kendali; ------========mmmmmcmmmcmmmmmen

Bahwa saksi tdak berwenang membubuhi paraf pada surat tersebut,

yang berwenang paraf adalah sekretaris yaitu Mulabasa Hutabarat ; ------

Bahwa saksi tidak mengetahui bukti P-13 vyaitu Surat pengantar No.

006/SP/LGL-Dept/I1/2004, tanggal 13 Februari 2004, sebagai tanda

PENAITTMAN SUTAL | -====mmm == mmm e oo e oo o oo o oo oo e oo oo

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang bersengketa telah

mengajukan Kesimpulan dalam peréidangan pada tanggal 5 Agustus2004;

Menimbang, bahwa untuk  menyingkat uraian putusan ini

segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan-perkara

Vo

ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara',/igér‘f]lﬁrik_saénf'

N |
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Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah ternuat dan

merupakan satu kesatuan dalam putusan ini; --------s=--mmmmmomm s

Menimbang, bahwa selanjutnya ¢edua belah pihak yang bersengketa

MONON PULUSAN | =mmmmmmmmm = e o oo e

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat
telah mengajukan jawaban tertanggal 10 Juni 2004 yang mana dalam
jawaban tersebut hanya mengajukan eksepsi kompetensi absolut tanpa

mengajukan jawaban tentang pokok perkara ; -------------m-om o ces oo

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim Tergugat menjawab
tentang pokok perkara dalam jawabannya tertanggal 24 Juli 2004 namun
dalam jawaban tersebut Tergugat juga mengajukan lagi dalil eksepsitentang

Eksepsi Error in Obyecto dan Eksepsi Gugatan Prematur ; -----=--=-==--==-mumumumv

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 77
Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 adalah tidak lazim dalm mengajukan
dalil eksepsi leblh dari satu kali sebagaimana jawaban Tergugat tertanggal 20

Juni 2004 dan tanggal 24 Juli 2004 ; w---e-wmwmememeemm e en oo

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil eksepsi yang diajukan dalam

jawaban tanggal 24 Juli 2004 bertentangan dengan maksudv,/k/gj;'e:ntdqﬁ”\

S L= \
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Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ; ----------------=----mmmmmmoe-

--- Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim hanya

akan

mempertimbangkan dalil eksepsi sebagaimana jawaban Tergugat
tertanggal

10 Juni 2004 yaitu EksepsiKompetensi Absolut ; -----------==-ommmommmmmm oo

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Kompetensi Absolut yang
diajukan

Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; -----------=--mmmmrmum-

Bahwa berdasarkan kewenangan dalam Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal
17

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tergugat telah

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor Nomor

16/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 ;

Bahwa terhadap Surat Ketetapan Pajak (Pungutan)  Ekspor
Nomor

16/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 tersebut, Penggugat
telah mengajukan keberatan dengan surat Nomor : 183/Leg -

Eks/DPN/11/

2004 tanggal 16 Pebruari 2004 yang hingga kini keberatan
tersebut

masih dalam penelitan Tergugat yang jangkaan m&lé n

/5N T \%p
belum melampaui sebagaimana diatur dalam Pasal /19 -ayat 'y \

_ perkara &
Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Nega

Bukan Pajak; ------ ¥/
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Tahun 1986 juncto Nomor : 9 Tahun 2004 serta Pasal 19 ayat 5
Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tergugat diberi
kewenangan untuk menyelesaikan secara administratif, oeh
karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak

berwenang memeriksa
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PErKara @ QUO ; === mmm oo oo e e o e e

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut,
Penggugat dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil

QUQATANNYA | ====mmmmm = o mm e e o oo e e e e e e e e oo

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat tersebut dan
dalil bantahan Penggugat dalam Replik, Majelis Hakim mempertimbangkan

sebagaiDerikut | -----m-msmm oo oo

Menimbang, bahwa Penerimaan Bukan Pajak sebagaimana diatur
dalam ketentuan Passal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1997
disebutkan  bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh

Penerimaan Pemerintah Pusat yangtidak berasal dari Penerimaan Perpajakan;

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan Tergugat yaitu Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor Nomor :
16/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 (bukti P- 1 = T - 1), Penggugat
mendalilkan berawal dari Surat Ketetapan KepalaKantor Wilayah Il Direktur
Jenderal Bea dan Cukai Tanjungbalai Karimun Kantor Pelayanan Type B
DumaiNomor:  S-797/WBC.02/K0.08/2000 tanggal 13 Juni 2000 dan
telah diajukan keberatan sebagaimanaSurat Nomor : 281/DPN/1X/2000
tanggal 5 September 2000 yang dikirim pada tanggal 11 September 2000
melalui Garuda Ekspres Delivery (GED) dengan Nota Pengiriman Nomor

273604 (vide buKti P = 4, P = 7, P = 8) : wemeemmmm e memmm e e e e e

Menimbang, bahwa Surat Nomor : S-797/WBC.02/KP.08/2000 L2k
5}1{3/_(‘\
13 Juni 2000 (bukti P—4) pada angka 2 disebutkan biaya adminis(réé{yﬁogg\\""\;},

/ i) W |2
| s T ) =
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36

. ) sar R 9.358.337.532.-
(sembilan harus ditanggung oleh Penggugat sebe p

T  puluh tujuh ribu
lima milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tga ratus ga

ratus tga puluhduaruplah), dihubungkan dengan Surat Keberatan Tegugat
Nomor : 281/DPN/IX/2000 tanggal 5 September 2000 jelas terbukti
bahwa tagihan dimaksud merupakan penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun

(o] Q—

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi angka 5 dan angka

6 terhadap Keputusan Tata UsahaNegara a quo yang mana Penggugat
telah mengajukan keberatan dengan Surat Nomor : 183/Leg-
Eks/DPN/11/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 adalah sejalan dengan
ketentuan Pasal 48 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto
Pasal 15 ayat (5) danPenjelasannya Undang-Undang Nomor : 20
Tahun 1997 dihubungkan dan dikaji dengan Surat Ketetapan Kepala
Kantor Wilayah Il Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun
Kantor Pelayanan Type B Dumai Nomor :S-797/WBC.02/KP.08/2000
tanggal 13 Juni 2000 dan Laporan HasilPemeriksaan Pajak
(Pungutan) Ekspor Nomor : LAP-69/D1.01/2003 tanggal 11

Maret 2003 (vide bukti P - 4, P - 9 = T - 9) jelas merupakan dalil
eksepsi yang menyangkut pokok perkara yang harus diuji apakah terdapat

rangkaian tndakan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara a quo; --

Menimbang, bahwa tempat kedudukan Tergugat di Jalan Dr.
Wahidin Gedung A Lantai Il Jakarta dimana Tergugat telah menerbitkan
Keputusan Tata Usaha Negara a quo, maka berdasarkan ketentuan Pasal
54 ayat (l) juncto Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun

Disclaimer 1986 te rbu 0]
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wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara
dirugikan adalah merupakan

lksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata usana
Jakarta untuk memen

Negara ini ; --------=====ommzum-- - -

Menimbang, bahwaberdasarkan uraian pertmbangan tersebut diatas,

. . .  k n absolut tidak beralasan
dalil eksepsi Tergugat mengenai ekseps! ewenanga

hukum, maka harusdinyatakan ditolak ; -------------=-m-mmmmmmmmee-

Il. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana terurai tersebut diatas ; -----------=---m-mmmmmmmmm e

Menimbang, bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini yang
menjadi obyek sengketa adalah Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor

Nomor: 16/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 (bukti P - 1 =T- 1); -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dimaksud Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan P - 1 sampai dengan
P - 15, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah
mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan T - 1 sampai dengan

U S WS Y, N S S——

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya
menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
(Pungutan) Ekspor Nomor : 16/SKEP-DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004
(bukti P - 1 = T - 1) berawal dari Surat Ketetapan Kepala Kantor Wilayah Il

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tanjungbalai Karimun Kantor Pelayanan
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Type B Dumai Nomor : S-797/WBC.02/KP.08/2000 tanggal 13 Juni

2000 (bukti P = 4) ; —m-mmmmm s o e

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan dimaksud
Tergugat menyatakan bahwa wewenang Tergugat dalam menerbitkan
Keputusan Tata Usaha Negara a quo berdasarkan atas laporan Hasil
Pemeriksaan Pajak Ekspor PT. Duta Palma Nusantara periode 22 April 1998
sampai dengan 30 April 2002 yang dilakukan oleh Sadan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: LAP-69/01.01/2003 tanggal

11 Maret 2003 (vide bukti P -9 =T - 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, dalil
bantahan, alat-alat bukti kedua belah pihak dan fakta hukum, maka

menurut hemat Majelis Hakim pokok permasalahan yang diuji (toetsing)

dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah

"Apakah terdapat rangkaian tindakan hukum vyang harus
dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak

(Pungutan) Ekspor Nomor: 16/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari

Menimbang, bahwa dalam pengujian (toetsing) terhadap

Keputusan Tata Usaha Negara a quo sebagaimana azas pembuktian dalam
sengketa Tata Usaha Negara adalah menganut pembuktian yang bebas
terbatas (vrijbewijs), maka dalam melakukan pembuktian dalam
sengketa Tata Usaha Negara ini, beban pembuktian  beserta

penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan

P ar

Disclaimer SAH4™SN
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(vide Pasal 107 Undang-Undang Nomor
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Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan kebenaran materiil
maka dalam memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan
tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim

dapat menentukan Sendiri | ----m--mmsmmmmm e e

a. Apayang harusdibuktikan ; -------==smm s s

b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktkan
oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan

oleh Hakim Sendiri | --===m==m - mmmm s m o oo e e e e e e e

c. Alat bukti mana saja yang dlutamakan untuk dipergunakan dalam

PEMDUKLAN ; mmmmmmmmmm e o o oo oo e e e

d. Kekuatan pembuktian bukti yangtelah diajukan; -------------====-mcmumu-

(vide penjelasan Pasal 107 Undang-Undang nomor : 5 Tahun 1986) ; ------

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor : 5-797/WBC.02/KP.08
tanggal 13 Juni 2000 diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Il Direktur
Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun Kantor Pelayanan Type B
Dumai kepada Penggugat dikenakan tagihan Pajak Ekspor Rp. 1944.341,-
(satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu
rupiah), biaya administrasi sebesar Rp 9.358.337.532,- (sembilan milyar tiga
ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tga
puluh dua rupaih), dan denda administrasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta

rupiah), sebagaimana tertulis pada angka 1, angka 2 dan angka 3 surat

dimaksud (vide bukti P - 4) ; i D
//, 7 . e

[/ “e“?
Menimbang -(}7
Han

\

oy

Ve \ &
2
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Menimbang, bahwa terhadap Pajak Ekspor dan denda administrasi
tersebut, pihak Penggugat telah membayar sebagaimana bukti pembayaran
yaitu Surat Tanda Bukti Setor (STBS) PELPET Nomor : BK/092/PE/2000
tanggal 11 September 2000 dan Surat Setoran Bea dan Cukai (SSBC) tanggal

11 September 2000 Nomor : 167 (vide bukti P = 5, P - 6) ; ---------=-—---m-omme-

Menimbang, bahwa atas tagihan biaya administrasi sebagaimana
tertulis pada angka 2 surat Nomor : S-797/WBC.02/KP.08/2000 Penggugat
mengajukan keberatan dengan surat Nomor : 2021/DPN/IX/2000 tanggal
5 September 2000, namun fakta hukumnya surat keberatan dimaksud tidak
pernah dikeluarkan suatu penetapan apakah dikabulkan atau ditolak (vide
BUuKti P = 4, P = 7) ; srrm o e oo e e e e e e e e e e

Menimbang, bahwa dari bukti P - 4 dan P - 7 tersebut dihubungkan
dengan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Sadan Pengawas
Keuangandan Pembangunan Nomor : LAP-69/D1.01/2003 tanggal 11 Maret
2003 pada Bab | angka 2 mengenai Rekomendasi angka 2 dan Bab Il
Laporan Hasil Pemeriksaan pada angka 2 Rekomendasi pada angka 2
menyebutkan "mengenakan sanksi kepada pihak Kepala Pelayanan Bea dan
Cukai yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku (vide bukti P-9 = T -2), dengan demikian menunjukan
terdapat kelalaian dari Kepala Pelayanan Bea dan Cukai yang tidak
menanggapi dan menjawab surat keberatan  Penggugat Nomor
281/DPN/IX/2000 tanggal 5 September 2000 (vide bukti P - 7) sehingga
secara hukum adalah tidak tepat letak kesalahan semata-mata dibebankan

kepada Penggugat, yang mana Tergugat hanya meletakan dan men
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Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LAP-69/D1.01/2003 pada Bab | angka 1
mengenai kesimpulan dan pada angka 2 mengenai Rekomendasi pada angka
1 yang menyatakan terdapat kekurangan pembayaran Pajak Ekspor sebesar
Rp 29.162.899 876,- (dua puluh sembila milyar seratus enam puluh dua juta
delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam
rupiah) yang kemudian Tergugat melakukan penagihan dengan menerbitkan

Keputusan Tata Usaha Negara A QUO ; —mmmmmmmm s o e

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P -9 = T - 2 khususnya
pada Bab | angka 2 mengenai Rekomendasi pada angka 2 seharusnya
Tergugat melakukan koordinasi guna menemukan data yang tepat sebelum

mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara a quO; -------=-==-====mmmmmmmmmmeeee

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 Undang-Undang
Nomor : 20 Tahun 1997 khususnya ayat 6, seharusnya terhadap Surat
Keberatan Penggugat Nomor : 281/DPN/IX/2000 tanggal 5 September 2000
(bukti P - 7) dilakukan suatu penetapan tertulis dahulu, oleh karenanya surat
keberatan dimaksud telah dikiim pada tanggal 11 september 2000 (bukti
P - 8) maka secara hukum telah terbukti keberatan yang diajukan oleh Wajib

Bayar tersebut (Penggugat) dianggapdikabulkan ; ----------=----=mmemomommeme o

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum
tersebut  diatas telah terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan
Keputusan Tata Usaha Negara a quo secara substansial terdapat cacat yang
hanya mendasarkan padaBab | angka 1 simpulan pada angka?2 dan angka 2
Rekomendasipada ayat 1 dari Laporan Hasil Pemeriksaan Sadan Pemeri

Keuangan dan Pembangunan Nomor
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2003 (vide bukti P - 9 = T - 2), oleh karenanya cukup beralasan hukum
Keputusan Tata Usaha Negara a qus dinyatakan batal dan diperintahkan

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang paksa (dwang som)
sebagaimana tercantum pada diktum angka 4, maka sebagaimana maksud
dan jiwa ketentuan pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
adalah belum jelas mengenai pembebanan berupa pembayaran sejumlah
uang kepada pejabat yang bersangkutan, apakah dibebankan kepada
anggaran negara ataukah kepada keuangan pribadi pejabat yang sedang
menjabat jabatan tersebut, oleh karenanya patut menyatakan tuntutan uang

mengenaiuang paksa (dwang som) ditolak ; --------=-=mmmmmmmom e

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat
telah terbukti, maka patut menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk

SEDAQIAN |~ e e e e

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan,
maka terhadap Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 056/G.TUN/2004/PTUN.JKT tanggal 26 Aprii 2004 cukup

beralasan untuk menyatakan tetap dipertahankan ; ----------m=mmomemoommme e

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang
kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun
1986 terhadap Tergugat harusdihukumuntuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya ditetapkan dalamamar putusan ; -------=-==-=-==-=m-mmmmmmmmmme e

Mempedomani ketentuan Undang - Undang Nomor : 5 Tah un’ﬁ’a\\

3 3(‘«\ \{‘/)

\ 7\

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 43

Juncto Undanggundang Nomor .
. 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor : 20
Tahun 1997 dan ketentuan
peraturan-peraturan fain yang terkait ; --------------

MENGADILI:

|. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----=-=-=-==m=m=mmemmmmmm oo

Il. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----------------=----mmomoom oo

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan
Tergugat yaitu Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor Nomor

16/SKEP-DJLK/2004 tanggal 26 Januar 2004 ; w-----c---ccceommmemeeees

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Ketetapan

Pagjak (Pungutan) Ekspor Nomor : 16/SKEP-DJLK/2004 tanggal

26.Januari 2004 ; ---mm-mommmem o e e e

4. Menyatakan  Penatapan  Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 056/G.TUN/2004/PTUN-JKT tanggal 26 April

2004 tetap dipertahankan sampai dengan adanya putusan yang

berkekuatan hukum tetap ; ---------=-==mmmmmmommmmm e

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 169.000,- (seratus enam puluhsembilan ribu rupiah) ; ----------------

Demikian ~ diputuskan  dalam musyawarah Majelis Hakim

P

A\
\7

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari KAMIS, tanggai\l.z\

0%
) ! /l
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Agustus 2004 oleh kami EDI SUPRIYANTO, SH., sebagai Hakim
Ketua Majelis, LILIEK EKO POERWANTO, SH., dan DJOKO DWI
HARTONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan
mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari
RABU tanggal 18

Agustus 2004 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu
Dra. ENI NURAENI Panitera Pengganti pada Pengadilan T.ata Usaha Negara
Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, serta tanpa dihadiri

oleh Kuasa Hukum Tergugat ; ------=-=-==nmmmmmmmem e e

HAKIM  KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA:

1. LILIEK EKO QERWANTO, SH RIYANTO, SH.

P

Fc{ocopy | Salinan Sah &@suai

Dengan Aslinya Untuk Kepentlngan Dm(ir

;ANITEI PENGGANTI,
|
|
|

Dra.ENI/N
| RAENI

HE Y,
, v.‘”f\g "
= %

PERINCIAN BIAYA' = %

- Biaya administrasi ... Ss25 ~ 50:000
- BiayaPanggilan -
' R ]

- Biaya Meterai P 6.000,
------------------------------------ R . :

- Biaya Redaksi RQ_ 3.000-
........................................ R 169,000,

Jum lah
( Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah ).
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